
BERITA DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2018 NOMOR 39

PERATURANBUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan

Daerah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan

Otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 ten tang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...
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Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

10. Undang ...
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah cliubah beberapakali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem

Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan ...
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuqngqn (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4588);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repu blik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negaran Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapakali diu bah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017;

21. Peraturan ...
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun

2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2017;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN 8UPATI

PERTANGGUNGJAWABAN

TENTANG PENJABARAN

PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagai

berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli

Daerah Rp 174.641.081.100,59

b. dana perimbangan Rp 1.527.826.847.118,00
c. lain-lain pendapatan

daerah yang sah Rp 610.562.144.909:85

Jumlah Pendapatan Rp 2.313.030.073.128,44

2. 8elanja

a. 8elanja Tidak Langsung

1. belanja pegawai Rp 593.902.968.771,00

2. belanja subsidi Rp 5.351.612.000,00

3. belanja hibah Rp 62.087.899.568,00

4. belanja bantuan

sosial Rp 3.257.300.000,00

5. Belanja ban tu an

keuangan Rp 177.952.440.719,00

6. 8elanja tidak terduga Rp 1.285.200.000:00

Jumlah Rp 843.837.421.058,00

b. 8elanja Langsung

1. belanja pegawai Rp 162.062.937.378,00

2. belanja ...
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2. belanja barang dan

jasa Rp 686.207.587.687,52

3. belanja modal Rp 606.770.976.994120

Jumlah Rp 1.455.041.502.059,72

Jumlah Belanja Rp 2.298.878.923.117,72

Surplus/(defisit) Rp 14.151.150.010,72

3. Pembiayaan

a. penerimaan

pembiayaan daerah Rp 16.944.834.473,08

b. pengeluaran

pembiayaan daerah Rp 000

Pembiayaan Netto Rp 16.944.834.473,08

Jumlah Pendapatan Rp 31.095.984.483,80

Pasal2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasa14

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, tercantum dalam Larnpiran II yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal6 ...
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Pasa16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya

dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 28 gustus 2018

BUPATIKUTAI

I
Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Agustus 2018
SEKRETARlS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 39


